DAFTAR KERJASAMA
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023 - 2027

MASA BERLAKU
NO MITRA MITRA KERJA SAMA SIGN NOMOR SIGN NOMOR BERLAKU MULAI HINGGA STATUS TENTANG RUANG LINGKUP
a. Berbagi pakai data dan/atau informasi geospasial
sumber daya kelautan dan perikanan, lokasi
penangkpan ikan, jumlah nelayan, dan jumlah dan
. . jenis tangkapan ikan;
_ ) Kepala Dinas Kelautan dan  |P- Pengembangan Informasi Potensi b. Pengelolaan data geospasial sumber daya
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abupaten Kutai Kartanegara X/2023 Kartanegara 110/2023 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di fjumiah nelayan, dan jumlah dan jenis tangkapan
Kabupaten Kutai Kartanegara ikan;
c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
d. Diseminasi data dan informasi.
a. Berbagi pakai data dan/atau informasi sumber
daya kelautan dan perikanan;
Berbagi Pakai Data/Atau Informasi b. Pelaksanaan seminar bersama dan publikasi
I Fakultas Perikanan dan llmu ) T.709/BPISDKP/KS Dekan FPIK Universitas 00064/UN10.F601/B/K Dalam Rangka Pembangunan Sumber ~ |mian; o
2 |Universitas Kelautan Universitas Brawijaya Kepala Balai BPISDKP | 5500004 Brawijaya S/2024 3 Tahun 16/05/2024 | 16/05/2027 Berlaku Daya Manusia Sektor Kelautan dan ¢. Praktisi mengajar dikampus; .
Perikanan d. Praktik kerja mahasiswa (internship); dan
e. Pengembangan kompetensi sumber daya
manusia.
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

PENGEMBANGAN INFORMASI POTENSI PENANGKAPAN IKAN GUNA
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: T.1510/BPISDKP/KS.320/X/2023
NOMOR: P - 2297 /DKP/B.1/500.5.2/10/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas, bulan Oktober tahun dua ribu
dua puluh tiga (11-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. TEJA ARIEF WIBAWA selaku Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan
SEACORM Kilometer 02, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana,
Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan
Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik,
dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan
Perikanan selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. MUSLIK selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 50,
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara 75512 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam

Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri

disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah bahwa unit pelaksana teknis di bawah
Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan

(B Dipindai dengan CamScanner
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pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi
geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.
2. PIHAK KEDUA adalah Dinas teknis yang menyelenggarakan urusan
kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Informasi Potensi
Penangkapan Ikan untuk Pembangunan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA
PIHAK dalam melakukan sinergi sebagaimana dimaksud dalam ruang
lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan dan
memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di
Kabupaten Kutai Kartanegara secara optimal melalui pengembangan
informasi potensi penangkapan ikan untuk pembangunan sumber daya
kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2
LOKASI KERJA SAMA
Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di wilayah sebagaimana disebutkan
di dalam rencana kerja.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliput:

a. Berbagi pakai data dan/atau informasi geospasial sumber daya kelautan
dan perikanan, lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, dan jumlah
dan jenis tangkapan ikan;

b. Pengelolaan data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, lokasi
penangkapan ikan, jumlah nelayan, dan jumlah dan jenis tangkapan

c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;

d. Diseminasi data dan informasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN
(1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan
personil pada kelembagaan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki;
(2) Pele‘xksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana
kerja yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja
Sama ini.
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Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
(1) PIHAK KESATU:

a. Menyediakan dan memberikan informasi potensi daerah penangkapan
ikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Melakukan koordinasi dan verifikasi lapangan terkait perkembangan
berbagi pakai data dan informasi bersama PIHAK KEDUA;

c. Menerima data lokasi penangkapan ikan, jumlah nelayan, serta jumlah
dan jenis tangkapan ikan dari PIHAK KEDUA untuk validitas informasi
potensi daerah penangkapan ikan;

d. Mengolah dan menganalisis data lokasi penangkapan ikan, jumlah
nelayan, serta jumlah dan jenis tangkapan ikan yang merupakan data
balikan dari PIHAK KEDUA dengan data dan/atau informasi potensi
daerah penangkapan ikan;

e. Menyampaikan permohonan konfirmasi dan memberikan penjelasan
secara tertulis kepada masing masing pihak dalam hal terdapat
ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang dibagi pakaikan;

f. Menyediakan narasumber atau tenaga ahli/tenaga teknis pada kegiatan
diseminasi dan/atau bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas
sumber daya manusia kelautan dan perikanan di lingkungan PIHAK
KEDUA;

g- Melakukan sosialisasi hasil penyusunan informasi potensi daerah

penangkapan ikan di Kabupaten Kutai kartanegara bersama PIHAK
KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA

a. Menyediakan dan memberikan data lokasi penangkapan ikan, jumlah
nelayan, serta jumlah dan jenis tangkapan ikan,

b. Melakukan koordinasi dan verifikasi lapangan terkait perkembangan
berbagi pakai data dan informasi bersama PIHAK KESATU;

c. Menerima informasi potensi daerah penangkapan ikan di Kabupaten
Kutai Kartanegara dari PIHAK KESATU;

d. Mengolah dan menganalisis data/atau informasi potensi daerah
penangkapan ikan yang diberikan oleh PIHAK KESATU untuk
disampaikan kepada pelaku usaha perikanan/nelayan dalam rangka
mengukur kebermanfaatan;

e. Menyampaikan permohonan konfirmasi dan memberikan penjelasan
secara tertulis kepada masing masing pihak dalam hal terdapat
ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang dibagi pakaikan;

f. Melakukan kegiatan diseminasi dan/atau bimbingan teknis untuk
pengembangan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan
di lingkungan PIHAK KEDUA dengan mengundang PIHAK KESATU
sebagai narasumber atau tenaga ahli/tenaga teknis;

g Melakukan sosialisasi hasil penyusunan informasi potensi daerah

penangkapan ikan di Kabupaten Kutai kartanegara bersama PIHAK
KESATU.
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Pasal 6
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA
(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap data dan/atau informasi
hasil.pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila terdapat

data dan/atau informasi

Secara tertulis dari pihak lainnya,

(2) PARA PIHAK dalam memberik
pelaksanaan kegiatan Perjanjian
luar Perjanjian Kerja Sama harus
lainnya,

(3) Pengungkapan data dan/a
(2) dilaksanakan sesuai
undangan.

(4) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuaj
dengan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh
masing-masing pihak, maka pihak yang melakukan tersebut akan
mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(6) Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerj
ini telah berakhir;

(7) Maksud dari ketentuan kerahasiaan sebagaimana disebutkan pada ayat
(6) adalah agar apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, data dan/atau
informasi yang dibagipakaikan tidak disebarluaskan kepada pihak ketiga
di luar Perjanjian Kerja Sama ini

an data dan/atau informasi hasil
Kerja Sama ini kepada pihak ketiga di
melalui persetujuan tertulis dari pihak

tau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksan
Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk pejab
tugas/kuasa sesuai tugas, tanggung jawab, dan wew
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan pertimbangan
keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

aan Perjanjian
at yang diberi
€nang menurut

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 9
LARANGAN/ PEMBATASAN

(1) PIHAK KESATU dilatang  menyerahkan sebaginon  maupun  seluruh
pekerjnan - pendampingan  teknologi, sumber daya  manusin - dan
pendampingan teknis dalam rangka pengembangan informasi  dan
penggalian  potensi daerah penangkapan ikan untuk pembangunan
sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA,;

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA menyerahkan sebagion maupun seluruh
pekerjaan  pendampingan  teknologi, sumber daya manusia  dan
pendampingan teknis dalam rangka pengembangan informasi dan
penggalian potensi daerah penangkpan ikan untuk pembangunan sumber
daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, semua biaya yang timbul
sebagai akibat penyerahan pekerjnan tersebut menjadi beban dan
tanggung jawab PIHAK KEDUA;

(3) PARA PIHAK dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam rangka
pelaksanaan tugas berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa
persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas
persetujuan PARA PIHAK;

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja
Sama ini;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya
apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah
yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama;

(4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama
ini,

Pasal 11
PEMBERITAHUAN
Setiap pemberitahuan, permintaan, atau pemberian persetujuan antara

PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat
sebagai berikut;

a. PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Pe

Jalan SEACORM Kilometer 02, Kabupaten Jembrana, Bali, 82251
Telp : (0365) 44266

Email : bpisdkp@kkp.po.id

rikanan
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b. PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
Provinsi Kalimantan Timur
Jalan Ahmad Yani, Nomor 50 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, 75512,
Telp : (0541) 661008
Email : dnsperikanankelautan@gmail.com

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA
PIHAK.

Pasal 13

PENUTUP
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.-PIHAK KEDUA
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR: T.709/BPISDKP/KS.320/V/2024
NOMOR: 00064 /UN10.FO601/B/KS/2024

TENTANG

BERBAGI PAKAI DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua
puluh empat (16-05-2024) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan
di bawah ini:

1. TEJA ARIEF WIBAWA : Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Pusat Data, Statistik, dan Informasi,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Balai
Pengelolaan Informasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan, Pusat Data,
Statistik, dan Informasi, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, yang berkedudukan di Jalan
Seacorm, Jembrana, Bali, 82251,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU;



2. MAFTUCH : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan Universitas Brawijaya, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya, yang berkedudukan
di Jalan Veteran, Malang, 65145,
selanjutnya  disebut sebagai PIHAK
KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU merupakan unit pelaksana teknis yang berada di
bawah Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan
informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;

bahwa PIHAK KEDUA merupakan Fakultas / Lembaga di lingkungan
Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat; dan

bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan Universitas Brawijaya, Nomor 05/MEN-
KP/KB/11/2024 dan Nomor 17.1/UN10.A0406/HK.07.00.2/2024 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan
Melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi, pada tanggal 5 Februari
2024.

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja
Sama tentang berbagi pakai data dan /atau informasi dalam rangka
pembangunan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1.

N

Data Geospasial adalah data yang mengidentifikasi lokasi geospasial
dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang
berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga
dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan keruangan.

Mitra Bestari adalah orang yang ditunjuk karena memiliki kepakaran
untuk melakukan penelaahan substansi naskah sebelum diterbitkan.



Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka berbagi pakai data
dan/atau informasi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia
sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a.

oo o

(1)

(2)

(1)

berbagi pakai data dan/atau informasi sumber daya kelautan dan
perikanan;

pelaksanaan seminar bersama dan publikasi ilmiah;
praktisi mengajar di kampus;

praktik kerja mahasiswa (internship); dan
pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana
aksi yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja
Sama.

Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari PIHAK KEDUA
meliputi :

a. Program Studi Budidaya Perairan;

b. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan;

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan;

Program Studi Ilmu Kelautan;

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan:

Program Studi Agrobisnis Perikanan;

Program Studi Magister Budidaya Perairan: dan

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan.

@00

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK KESATU bertanggung jawab:

a. memfasilitasi penyediaan data dan/atau informasi Geospasial
meliputi data satelit radar, data tangkapan ikan, dan/atau data
pergerakan kapal;

b. memberikan bantuan tenaga ahli/narasumber di bidang informasi
geospasial sumber daya kelautan dan perikanan pada kegiatan

seminar nasional dan/atau internasional yang diselenggarakan
PIHAK KEDUA;
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